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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 

Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi Indonesia pada umumnya 

tidak dapat dipisahkan dari  pelaku-pelaku ekonomi yang melakukan kegiatan 

ekonomi melalui jasa financial perbankan. Lembaga perbankan sebagai salah 

satu lembaga keuangan yang memiliki peran strategis dalam perekonomian 

suatu negara. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka (2) Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan) 

yang menyatakan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana 

dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan meyalurkannya kepada 

masyarakat dalam bentuk kredit/pembiayaan dan atau bentuk-bentuk lainnya 

dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.1 

Sistem perbankan memiliki posisi strategis sebagai lembaga 

intermediasi yang menunjang perekonomian nasional. Untuk meningkatkan 

peran dan fungsi bank di dalam memulihkan perekonomian nasional, 

pengaturan perbankan terus disempurnakan dan melakukan berbagai upaya 

dalam rangka optimalisasi sistem perbankan. Salah satu upaya yang dilakukan 

untuk mengoptimalkan fungsi sistem perbankan adalah pengembangan sistem 

perbankan Syariah. Disamping itu di sisi lain, masyarakat muslim Indonesia 

                                                             
1 Jamal Wiwoho, Hukum Perbankan Indonesia,(Surakarta: UNS Press, 2011), hal. 27. 
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menginginkan suatu konsep perbankan sesuai dengan kebutuhan dan syariat 

Islam. 

Bank syariah merupakan bank yang kegiatan usahanya mengacu pada 

hukum Islam, dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun 

tidak membayar bunga kepada nasabah. Peran perbankan sebagai lembaga 

ekonomi dalam pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi negara, dan 

stabilitas nasional dengan memberikan pinjaman dana kepada masyarakat 

melalui penyaluran pembiayaan. Pengertian pembaiayaan dalam Pasal 1 butir 

25 UU Perbankan Syariah, Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan 

yang dipersamakan dengan itu berupa: 2 

a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah;  

b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam 

bentuk ijarah muntahiya bittamlik;  

c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan 

istishna;  

d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan  

e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah  

Imbalan yang diterima oleh bank syariah maupun yang dibayarkan 

kepada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian antara nasabah dan bank. 

Perjanjian (akad) yang terdapat di perbankan syariah harus tunduk pada 

syarat dan rukun akad sebagaimana dalam syariah Islam. Perjanjian 

pembiayaan dalam dunia perbankan syariah sebagaimana diatur dalam 

                                                             
2 Amir Machmud dan Rukmana, Bank Syariah: Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia, 

(Jakarta: Erlangga, 2010), hal. 25. 
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Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah 

(selanjutnya disebut UU Perbankan Syariah) biasa disebut dengan istilah 

pembiayaan.  

Dalam operasional perbankan syariah hanya dikenal dua jenis 

pertukaran yaitu pertukaran antara barang dengan barang dan uang dengan 

barang. fasilitas penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu 

berupa salah satunya adalah transaksi dalam bentuk murabahah. Dalam 

penanaman dana perbankan syariah tidak melakukan pemberian kredit 

melainkan bertransaksi jual beli dengan prinsip fasilitas murabahah. 

Murabahah tergolong dalam transaksi barang dengan uang. Fasilitas 

murabahah adalah fasilitas pemberian akad pembiayaan suatu barang dengan 

menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan 

sejumlah harga yang lebih tinggi sebagai keuntungan yang disepakati.3 Dalam 

murabahah, yang menjadi margin keuntungan yang diperoleh bank syariah 

adalah selisih dari harga jual dikurang harga asal yang merupakan pendapatan 

bank.4 

Bank Syariah dalam memberikan pembiayaan wajib memiliki 

keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam kepada calon nasabahnya dan 

kemampuan debitur dalam melunasi atau mengembalikan pembiayaan yang 

diberikan bank sesuai yang disepakati dalam akad pembiayaan, dalam 

melakukan penilaian terhadap debitur, bank dapat menerapkan keempat 

prinsip dasar perbankan, yaitu: 

                                                             
3 Indonesia, Undang-Undang Perbankan Syariah, UU Nomor 21 Tahun 2008, LN No.94., TLN 

Nomor 4867, Penjelasan Pasal 19 ayat (1) huruf d. 
4 Gemala Dewi, Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia, Ed. 

Revisi, Cet. 3, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 88. 
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1. Prinsip Kepercayaan (Fiduciary Relation Principle) 

Asas kepercayaan adalah suatu asas yang menyatakan bahwa usaha bank 

dilandasi oleh hubungan kepercayaan antara bank dengan nasabahnya, 

sehingga setiap bank perlu menjaga kesehatan banknya dengan tetap 

memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat; 

2. Prinsip Kehati-hatian (Prudential Principle) 

prinsip kehati-hatian adalah suatu asas yang menyatakan bahwa bank dalam 

menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip 

Kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat. Tujuan 

diberlakukan prinsip kehati-hatian adalah agar bank dalam keadaan sehat; 

3. Prinsip Kerahasiaan (secrecy principle)  

Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan 

simpanannya. Namun dalam ketentuan tersebut kewajiban merahasiakan itu 

bukan tanpa pengecualian. Kewajiban merahasiakan itu dikecualikan untuk 

dalam hal-hal untuk kepentingan pajak, penyelesaian utang piutang bank 

yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang/Panitia 

Urusan Piutang Negara (UPLN/PUPN), untuk kepentingan pengadilan 

perkara pidana, dalam perkara perdata antara bank dengan nasabah, dan 

dalam rangka tukar menukar informasi antar bank.5 

4. Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principle) 

Prinsip mengenal nasabah adalah prinsip yang diterapkan oleh bank untuk 

mengenal dan mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi 

nasabah termasuk melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan. Prinsip 

                                                             
5 Mohamad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2000), 

hal. 164. 
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mengenal nasabah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia 

No.3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal nasabah. Tujuan 

yang hendak dicapai dalam penerapan prinsip mengenal nasabah adalah 

meningkatkan peran lembaga keuangan dengan berbagai kebijakan dalam 

menunjang praktik lembaga keuangan, menghindari berbagai kemungkinan 

lembaga keuangan dijadikan ajang tindak kejahatan dan aktivitas illegal 

yang dilakukan nasabah, dan melindungi nama baik dan reputasi lembaga 

keuangan.6 

 Penilaian permohonan pembiayaan yang dilaksanakan oleh bank dapat 

dilakukan dengan berbagai cara yakni melalui analisis prinsip 5C’s Principles, 

yakni:  

1. Character (watak); 

2. Capacity (kemampuan); 

3. Capital (modal); 

4. Condition of economy (kondisi perekonomian) 

5. Collateral (Jaminan atau Agunan).7 

Salah satu unsur dari 5c’s principles di atas adalah collateral yaitu 

jaminan atau agunan yang menjadi dasar pertimbangan sebuah bank sebagai 

kreditur menerima permohonan pembiayaan. Hal ini tentunya untuk 

meminimalisir apabila debitur melakukan wanprestasi ke depannya, yang 

                                                             
6 Yunus Husein, “Penerapan Prinsip Pengenal Nasabah oleh Bank dalam Rangka Menanggulangi 

Kejahatan Money Loundering” , artikel pada Jurnal Hukum Bisnis, Volume 16 tahun 2001, hal. 

31. 
7 Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti, Manajemen Perkreditan Bank Umum, (Bandung : Alfabeta 

2004), hal. 83-87. 
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dapat dilakukan bank salah satunya adalah menyita jaminan atau agunan yang 

telah diperjanjikan antara bank dan debitur tersebut.  

Sama halnya dengan kredit dalam perbankan konvensional, pembiayaan 

dalam perbankan syariah juga membutuhkan jaminan. Secara umum, jaminan 

dalam konteks hukum Islam digolongkan menjadi dua: jaminan yang berupa 

harta benda atau dikenal dengan istilah rahn dan jaminan yang berupa orang 

yang sering dikenal dengan istilah kafalah.8 jaminan dapat diartikan sebagai 

sejumlah harta yang diperjanjikan oleh debitur untuk melunasi hutangnya 

sebagaimana diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang 

berlaku bila dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, debitur 

mengalami kemacetan dalam pembayaran utang.9 

Sehubungan dengan penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh bank 

syariah maka jaminan mempunyai arti penting, dikarenakan pembiayaan yang 

diberikan bank mengandung resiko.10 Resiko yang timbul jika pinjaman 

pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah tidak dilunasi 

pembayarannya maka keadaan tersebut dapat merugikan bank, oleh karena itu 

untuk mencegah resiko tersebut maka jaminan nasabah sangat dibutuhkan oleh 

pihak bank untuk memberikan kepastian kepada bank bahwa pembiayaan 

                                                             
8 Mhd Yadi Harahap, “Konsep Jaminan dalam Kontrak Pembiayaan Mudharabah Perspektif 

Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah,” (Ringkasan Disertasi Doktor 

Universitas Indonesia, Jakarta, 2018), hal. 11. 
9 Gatot Supramono, Perbankan dan Masalah Kredit: Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis, (Jakarta: 

Renika Cipta, 2009), hal. 196. 
10 Neni Sri Imaniyanti, Pengantar Hukum Perbankan Indonesia, (Bandung: PT. Refika Aditama, 

2009), hal. 151. 
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yang diberikan akan terlunasi. Jaminan dalam akad pembiayaan mempunyai 

beberapa fungsi yaitu:11  

a. Jaminan pembiayaan sebagai pengamanan pelunasan pembiayaan 

b. Jaminan pembiayaan sebagai pendorong motivasi debitur  

c. Fungsi yang terkait dengan pelaksanaan perbankan. 

Bank dapat meminta jaminan tambahan kepada debitur agar 

memberikan rasa aman kepada bank. dalam Pasal 1 butir 26 UU Perbankan 

Syariah jaminan tambahan disebut sebagai agunan. Pasal 1 butir 26 

mendefinisikan agunan sebagai jaminan tambahan diserahkan nasabah debitur 

kepada bank dalam rangka mendapatkan fasilitas pembiayaan dalam prinsip 

syariah. Permintaan jaminan kebendaan oleh bank merupakan realisasi prinsip 

kehati-hatian bank sebagaimana yang telah ditentukan dalam UU Perbankan 

Syariah.
 

Jaminan yang paling efektif dan aman memilki nilai tinggi adalah tanah 

jaminan hak tanggungan. Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-

Benda yang berkaitan dengan Tanah adalah hak jaminan yang dibebankan pada 

hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut 

benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk 

pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan 

kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain. 

                                                             
11 M Bahsan, Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 

2012), hal. 103-104. 
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 Ciri-ciri dari hak tanggungan sebagai lembaga hak jaminan atas tanah yang 

kuat yang telah dijelaskan pada penjelasan angka 3 Undang-Undang Nomor 4 

Tahun 1996  adalah : 

1) Memberikan kedudukan yang diutamakan atau mendahulu kepada 

pemegangnya; 

2) Selalu mengikuti obyek yang dijaminkan dalam tangan siapapun 

obyek itu berada; 

3) Memenuhi asas spesialitas dan asas publisitas, sehingga dapat 

mengikat pihak ketiga dan memberi kepastian hukum kepada 

pihak-pihak yang berkepentingan, dan 

4) Mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya. 

Menurut Undang-Undang Hak Tanggungan, hak atas tanah yang dapat 

dibebani Hak Tanggungan adalah Hak Milik, Hak Guna Usha, Hak Guna 

Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah Negara, tanah memegang peran yang 

penting dan luas dalam kehidupan dan perekonomian di Indonesia yang 

bersifat agraris.12 Selain harga jual yang tinggi tanah mempunyai nilai yang 

terus meningkat dalam kurun waktu tertentu dan tidak akan mengalami 

kemerosotan.13 Terhadap tanah tersebut oleh pihak bank dilakukan pengikatan 

Hak Tanggungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang 

                                                             
12 Sunarjati Hartono, Beberapa Pemikiran Kearah Pembaruan Hukum Tanah, (Bandung: Alumni, 

1978), hal. 8. 
13 J. Satrio, Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan, (Bandung: Citra Aditya 

Bakti, 1998), hal. 1. 
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Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan 

Tanah.14 

Jaminan dalam akad pembiayaan harus diteliti terlebih dahulu oleh 

pihak bank. Untuk meneliti agunan tersebut bank juga dapat meminta bantuan 

atau jasa notaris/PPAT. Sebelum notaris/ PPAT membuatkan akta autentik 

notaris/PPAT dalam melakukan perbuatan hukum guna terlaksananya 

pencairan pembiayaan dalam dunia perbankan syariah haruslah sesuai dengan 

ketentuan dan prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Notaris/PPAT bertanggung jawab melakukan pemeriksaan mengenai 

dokumen dan sertifikat yang berkaitan dengan kebenaran dan keaslian 

identitas dan objek jaminan. Notaris/PPAT harus memastikan bahwa jaminan 

atas hak tanah tersebut tidak sedang dibebani dengan hak tanggungan. terlebih 

dahulu melakukan pengecekan sertifikat ke Kantor Badan Pertanahan 

Nasional setempat untuk mengetahui status tanah tersebut. Apakah sertifikat 

tersebut dalam keadaan bersih (tidak sedang dibebani Hak Tanggungan), tidak 

dalam sengketa, dan tidak diblokir. 

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan 

Notaris (selanjutnya disebut UUJN), menyatakan bahwa notaris adalah pejabat 

umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki 

kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau 

berdasarkan undang-undang lainnya. Peran dan fungsi notaris/PPAT sangat 

                                                             
14 Gunarto Suhardi, Usaha Perbankan Dalam Prespektif Hukum, (Yogyakarta: Kanisius,2013), 

hal. 92. 
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penting dalam membantu pemerintah serta pihak-pihak lain yang 

membutuhkan guna memberikan kepastian, ketertiban dan perlindungan 

hukum dalam pembuatan akta autentik. 

Keberadaan alat bukti tertulis berupa akta autentik menentukan secara 

jelas mengenai hak dan kewajiban seseorang dan menjamin adanya kepastian 

hukum. Akta autentik sebagai alat bukti yang sempurna mempunyai peranan 

penting dalam aktifitas lalu lintas hukum maupun setiap hubungan hukum 

yang terjadi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.15 Menurut Subekti, 

bahwa akta autentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan 

seorang pejabat umum yang menurut undang-undang ditugaskan untuk 

membuat surat-surat akta tersebut, sedangkan akta di bawah tangan ialah tiap 

akta yang tidak dibuat oleh atau dengan perantara seorang pejabat umum.16  

Dalam Pasal 15 UUJN mengatur secara tegas dan jelas mengenai 

kewenangan notaris, Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai 

semua perbuatan, perjanjian dan petetapan yang diharuskan oleh peraturan 

perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan 

untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan 

akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, 

semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau 

dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-

undang.  

                                                             
15 Retnowulan Soetantio dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan 

Praktek, cet. 2, (Bandung: Mandar Maju, 2005), hal. 67. 
16 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Jakarta : Intermasa,1991), hal.178. 
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Berkaitan dengan wewenang notaris dalam membuat akta, tujuan 

dibuatnya akta tersebut adalah untuk mengikat secara hukum para pihak yang 

akan melakukan perbuatan hukum. Pembiayaan bank syariah merupakan 

instrument yang mengikat kreditur dan debitur dalam melakukan pembiayaan. 

Setelah dibuat dan ditandatangani akad perjanjian pembiayaan antara kreditur 

dan debitur, maka biasanya pihak kreditur akan meminta kepada notaris untuk 

membuat covernote. 

Covernote merupakan surat keterangan atau sering diistilahkan sebagai 

catatan penutup yang dibuat oleh Notaris. Covernote dikeluarkan oleh Notaris 

karena notaris belum tuntas menyelesaian pekerjaannya dalam kaitannya 

dengan tugas dan kewenangannya untuk menerbitkan akta otentik.17 

Covernote hanyalah merupakan surat keterangan dari notaris untuk kreditur 

yang menerangkan bahwa proses-proses yang berkaitan dengan perjanjian 

kredit antara kreditur dan debitur sementara dalam pengerjaan dari pihak 

notaris, seperti misalnya pembebanan jaminan pembiayaan. 

Covernote dalam dunia perbankan pada prakteknya digunakan sebagai 

bukti pengikatan jaminan dalam proses pada notaris/PPAT serta pegangan 

sementara bagi bank dalam melakukan pencairan pembiayaan. Covernote 

muncul berdasarkan praktek kebiasaan dan kebutuhan yang mendesak. 

Kebutuhan tersebut salah satunya adalah untuk mencairkan pembiayaan bagi 

calon nasabah yang telah dinyatakan layak untuk memperoleh fasilitas kredit 

atau pembiayaan. 

                                                             
17 Muhaymiyah Tan Kamelo, “Pemberian Kredit dengan Jaminan Tanah Surat Keterangan (SK) 

Camat Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Medan Sisingamangaraja”, USU 

Law Journal, Vol. 5 No. 1, Januari 2017, hal. 59. 
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Covernote diperlukan bank karena salinan akta tidak dapat diselesaikan 

pada saat penandatanganan akta. Notaris/PPAT memerlukan waktu yang 

cukup dalam melakukan proses pembuatan akta, mulai dari pemeriksaan 

data/berkas, penelitian syarat dan pembuatan/penyusunan akta. Selanjutnya 

akta yang dibuat harus dibaca, ditandatangani para pihak, saksi-saksi dan 

notaris, serta dibuatkan salinannya sehingga keseluruhannya tidak dapat 

diselesaikan pada hari yang sama. 

Pelaksanaan pemberian pembiayaan pada perbankan harus berdasarkan 

prinsip kehati-hatian agar dapat mencegah terjadinya pembiayaan macet. Pada 

prakteknya dalam perbankan bahwa bank akan menyetujui pencairan 

pembiayaan hanya dengan dasar covernote yang dikeluarkan oleh 

noatris/PPAT. Yang kemudian meyebabkan terjadinya pembiayaan macet 

yang merugikan bank. Setiap analisis pembiayaan harus melakukan analisis 

sesuai dengan peraturan internal bank dan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku.  

Permasalahan yang sering terjadi dalam perbankan khususnya 

perbankan syariah yaitu pada salah satu Bank Syariah dimana PT. Y (debitur) 

mendapatkan fasilitas pembiayaan Murabahah pada tanggal 17 Desember 

2018 oleh Bank Syariah, dengan plafond yang diberikan sebesar Rp. 2,5 

Miliyar untuk pembiayaan pembelian tanah untuk digunakan sebagai 

pembangunan perumahan seluas ± 32.457 m2. Debitur memberikan Jaminan 

atas objek hak tanggungan berupa 6 (enam) bidang hak milik adat (girik) 

dengan pengikatan SKMHT akibat adanya jaminan berupa sebidang tanah 

yang kepemilikannya masih berupa girik, notaris/PPAT membantu bank dan 
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calon debitur untuk proses pendaftaran hak atas tanah sampai keluarnya 

Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan pengikatan jaminan sampai 

terbitnya Sertifikat Hak Tanggungan. Sebagai bukti kesanggupan tersebut 

notaris/PPAT mengeluarkan covernote sebagai pencairan pembiayaan tetap 

terlaksana dan pengikatan akad pembiayaan murabahah. 

Permasalahan dalam penggunaan covernote dalam perjanjian 

pembiayaan ini kenyataannya yang terjadi pada prakteknya notaris/PPAT 

tidak memenuhi kewajibannya kepada bank untuk menyelesaikan proses 

penerbitan sertifikat PT. Y dan pengikatan Sertifikat Hak Tanggungan sesuai 

dengan jangka waktu yang telah dijanjikan notaris/PPAT dalam covernote. 

Sedangkan pembiayaan sudah dicairkan kepada debitur dan ternyata 

pembiayaan tersebut macet atau debitur  telah  wanprestasi,  kondisi seperti ini 

tentunya menyebabkan pihak bank tidak dapat mengeksekusi jaminan tersebut 

yang dapat mengakibatkan kerugian pihak bank.  

Penelitian mengenai penggunaan covernote yang dikeluarkan notaris pada 

Bank Syariah dalam pencairan akad pembiayaan murabahah untuk tugas akhir 

belum pernah diangkat sebagai tesis pada Program Pasca Sarjana Magister 

Kenotariatan Universitas Pelita Harapan, akan tetapi penelitian tentang covernote  

telah dan pernah diangkat dan dibahas sebagai Tesis pada program Pascasarjana 

Universitas Pelita Harapan dan Pascasarjana Universitas Gajah mada. 

1. Alexcaroline Mira Melati, pada tahun 2019, Universitas Pelita Harapan, 

“Tinjauan Yuridis Terhadap Fungsi Covernote Notaris dikaitakan dengan 

Pencairan Kredit Bank”.  
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2. Dyah Ayu Rafikasari, pada tahun 2014, Universitas Gajah Mada, 

“Covernote sebagai Realisasi Pembiayaan pada PT Bank Muamalat 

Indonesia, Tbk. Cabang Solo”. 

 Perbedaan dengan tesis yang akan kaji oleh penulis terletak pada objek 

penelitian yang diangkat sifatnya lebih spesifik. Penulis membahas mengenai 

kepastian hukum covernote khususnya dalam pembiayaan murabahah sebagai 

salah satu produk pembiayaan yang diberikan bank syariah dan pelaksanaan 

prinsip kehati-hatian perbankan syariah terhadap covernote sebagai salah satu 

syarat dalam melakukan pencairan pembiayaan. Instrument hukum yang 

digunakan dalam penelitian ini tidak hanya berupa peraturan perundang-

undangan mengenai Jabatan Notaris, tetapi juga menggunakan peraturan 

perundang-undangan khususnya peraturan perbankan syariah. 

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk membahas mengenai 

penggunaan covernote dengan judul “KEPASTIAN HUKUM 

PENGGUNAAN COVERNOTE YANG DIKELUARKAN OLEH 

NOTARIS BAGI BANK SYARIAH DALAM PENCAIRAN AKAD 

PEMBIAYAAN MURABAHAH “. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Sehubungan degan uraian yang telah dibahas pada latar belakang, maka 

yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini dapatlah dirumuskan 

sebagai berikut: 
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1.2.1. Bagaimana kepastian hukum covernote yang dikeluarkan oleh 

notaris bagi bank syariah dalam pencairan akad pembiayaan 

murabahah ? 

1.2.2. Bagaimana pelaksanaan prinsip kehati-hatian bank syariah terhadap 

covernote sebagai syarat pencairan pembiayaan ? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

1.3.1. Tujuan 

Adapun tujuan dari penelitian dalam tesis ini yaitu untuk 

mengetahui: 

a. Untuk mengetahui dan menganalisa kepastian hukum 

covernote yang dikeluarkan oleh notaris bagi bank syariah 

dalam pencairan akad murbahah. 

b. Untuk mengetahui dan menganalisa prinsip kehati-hatian 

bank syariah terhadap covernote sebagai syarat pencairan 

pembiayaan. 

 

1.4. Kegunaan Penelitian 

Adapun tesis ini diharapkan dapat mempunyai kegunaan antara lain untuk: 

1.4.1. Kegunaan Teoritis 

Penulis berharap penulisan ini dapat memberikan tambahan 

informasi dan sumbangan pemikiran bagi pengembangan studi 

ilmu serta menambahan bahan kepustakaan ilmu hukum khususnya 
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dalam kaitannya dengan kepastian hukum covernote yang 

dikeluarkan oleh notaris. 

1.4.2. Kegunaan Praktis 

a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan 

dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat pada 

umumnya dan bagi praktisi hukum mengenai kepastian 

hukum covernote yang dikeluarkan oleh notaris. 

b. Diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi praktisi 

hukum, khususnya bagi notaris dan bagi bank untuk 

menggunakan covernote notaris dalam pencairan 

pembiayaan. 

 

1.5.  Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan merupakan rencana susunan materi yang akan 

ditulis dalam skripsi mulai dari BAB I Pendahuluan sampai dengan BAB V 

Kesimpulan dan Saran. Sistematika penulisan bertujuan untuk memberikan 

gambaran keseluruhan materi dan mempermudah penulis dalam penyusunan tesis 

ini. 

BAB I: PENDAHULUAN 

Membahas bagian Pendahuluan yang berisikan Das Sollen 

dan  Dan Sein atas masalah yang akan diteliti, serta 

informasi yang bersifat umum dan menyeluruh. Dalam bab 

ini penulis menguraikan mengenai latar belakang masalah, 



 

 17 

permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian, dan 

sistematika penulisan tesis. 

 

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai kerangka 

teori dan kerangka konseptual. Kerangka teori berisi 

tentang penjelasan perbankan syariah meliputi tujuan, 

fungsi dan produk perbankan syariah, penjelasan 

wewenang, kewajiban dan larangan notaris, penjelasan 

mengenai covernote notaris dan penjelasan prinsip kehati-

hatian perbankan. Sedangkan, kerangka konseptual 

merumuskan definisi-definisi tertentu, yang dapat dijadikan 

pedoman penelitian di dalam proses pengumpulan, 

pengelolahan, dan analisis dalam penelitian. 

 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Membahas bagian metode penelitian hukum yang 

digunakan dalam penulisan tesis ini yang terdiri dari jenis 

penelitian, prosedur perolehan bahan penelitian, analisis 

penelitian, serta hambatan dan penanggulangan dalam 

penelitian. 
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BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS 

Dalam bab ini akan menguraikan analisis terhadap 

kepastian hukum penggunaan covernote yang dikeluarkan 

oleh notaris bagi bank syariah dan pelaksanaan prinsip 

kehati-hatian bank syariah terhadap covernote sebagai 

syarat pencairan pembiayaan dengan menggunakan 

peraturan perundang-undang, buku-buku, jurnal dan hasil 

wawancara dengan narasumber untuk menjawab 

permasalahan yang penulis teliti. 

 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bab yang terakhir ini penulis akan memberikan 

kesimpulan serta saran yang mungkin dapat menjadi 

pertimbangan dan masukan bagi semua pihak yang terkait 

permasalahan dalam penelitian ini. 

 


